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Abstrak: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan instrumen penting dalam mendukung
pembangunan nasional, namun sering menimbulkan sengketa akibat ketidakseimbangan antara kewenangan
pemerintah dan hak masyarakat atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis
perundang-undangan untuk menelaah penyelesaian sengketa serta pertanggungjawaban hukum pemerintah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum agraria, pengadaan tanah harus menjunjung
prinsip keadilan dan fungsi sosial dari kepemilikan tanah, sedangkan dari perspektif hukum administrasi
negara, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip — prinsip umum tata kelola yang
baik, termasuk legalitas, transparansi, dan proporsionalitas. Pelanggaran hak masyarakat dapat terjadi melalui
penyalahgunaan kewenangan, ketimpangan posisi tawar, penilaian ganti rugi yang tidak layak, serta
pengabaian hak masyarakat adat. Pertanggungjawaban hukum pemerintah dapat diwujudkan melalui
mekanisme administratif, perdata, pidana, maupun konstitusional. Harmonisasi antara hukum agraria dan
hukum administrasi negara menjadi kunci untuk mewujudkan pengadaan tanah yang adil, transparan, dan
menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Sengketa Tanah, Hukum Agraria, Hukum Administrasi
Negara, Ganti Kerugian, Pertanggungjawaban Pemerintah.

Abstract: Land acquisition for public purposes is an important instrument in supporting national
development, but it often gives rise to disputes due to the imbalance between government authority and
community land rights. This research uses a normative approach with legislative analysis to examine dispute
resolution and the government'’s legal accountability. The results show that from an agrarian lawperspective,
land acquisition must uphold the principles of justice and the socialfunction of land rights, while from a state
administrative law perspective, government authority must be exercised in accordance with general.
principles of good governance, including legality, transparency, and proportionality. Violations of community
rights can occur through abuse of authority, unequal bargaining power, inadequate compensation
assessments, and neglect of indigenous peoples' rights Government legal accountability can be realized
through administrative, civil, criminal, and comtitutional mechanians. Harmonization between agrarian law
and state administrative law is key to realizing land acquisition that is fair, transparent, and ensures legal
certainty for all parties.

Keywords: Land Sequisition, Public Interest, Land Disputes, Agrarian Law, State Administrative Law,
Compensation, Government Accountability.
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PENDAHULUAN

Pemerintah tidak mampu memenuhi penyediaan tanah untuk memenuhi semua
kebutuhan pembangunan. Sehingga, banyak proyek pembangunan yang dilakukan harus
mengambil tanah rakyat Jumlah tanah yang tidak seimbang dengan besarnya kebutuhan
masyarakat. Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945,yaitu menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.1

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, menjelaskan bahwa "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa
dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang
Pasal 14 ayat (1) Bagian Kedua Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjelaskan Instansi yang
memerlukan tanah membuat Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
dengan menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Namun apabila pembebasan tanah melalui musyawarah tidak mendapatkan jalan keluar
antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, sedangkan tanah tersebut akan digunakan
untuk kepentingan umum, maka dapat ditempuh dengan cara Pencabutan Hak Atas Tanah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-
Hak Atas Tanah beserta Benda-Benda diatasnya. Pembangunan yang diperuntukkan bagi
kepentingan umum ini menuntut adanya pemenuhan kebutuhan akan pengadaan tanah secara
cepat.

Mekanisme diskusi yang semestinya berfungsi sebagai alat untuk menemukan solusi
Bersama dalam menentukan jumlah kerugian seringkali tidak mencapai kesepakatan dan
karena nya dengan alasan kepentingan umum, Oleh karena itu, pemerintah melalui lembaga
pengadaan tanah dapat menentukan jumlah ganti rugi secaara sepihak. Isu mengenai ganti
rugi menjadi elemen yang sangat sensitif dalam proses pengadaan tanah. Negoisasi terkait
bentuk serta besarnya ganti kerugian seringkali. Menjadi proses yang saling Panjang dan
berlarut-larut disebabkan oleh ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum

normatif. Penelitian hukum normatif teorientasi kajiannyar padai kaidah-kaidah hukum,
asas-aisais hukum dan dasar falsafah hukum yang berkaitan dengain Konsinyasi terhadaip
ganti kerugian dalam pengaidaiain tanah untuk pembangunan bagi kepentingan wmum. Di
dallaim penelitian ini, penulis menggunakan pendekatain perundang-undangain. Penelitian ini
mengguinakan jenis dan sumber bahan hukum yang diperoleh berupai bahan hukum
primer, bahan sekuinder dan bahan hukum tersier.

Bahain hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat muilai darri undang-undang
dassar dan peraturan terkait lainnya. Beberapai diantaranyar sebagai berikut. Utndang-
Uindaing Nomor 5 Tahuin 1960 Tentaing Peraturan Dasar-Dasar Pokok Argrairia, Uindaing-
Urndaing Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Bendar-Bendai
Yang Atdar Diatasnya, Utndang- Utndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaian
Tanah Bagi Pembangunan Uintuk Kepentingan Utmum, Kitab UtndangUtndang Hukum
Perdatai, Peraturan pemerintah Penggainti Utndang-Uindaing Nomor 2 tahuin 2022 Tentaing
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Ciptar Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 Tentang Penyelenggarraian
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Utmum, Peraturan
Maihkamah Arguing Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tatai Carai Pengajuan Keberatan dain
Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembaingunan Uwntuk Kepentingan Utmum Bahan hukum sekunder yaitur bahan bahan
hukum yang memberkain penjelassan atas bahan hukwm primer. Bahan hukum tersier yaiitu
bahain-bahann yang memberikan petunjuk atas bahan-bahan hukwm primer dan Sekunder
antarra lain kamus Besar Bahasal Indonesiai, kamus hukum, dan laporan darri mediai masssai
(Jurnal hukum, Atrrtikel Hukum dan sebagaiinyar). Pengumpuilan bahan hukum dilakukan
dengan kegiatain menghimpun bahan hukum primer dan sekunder secarai sistematis sesuiai
permasailahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Tanah yang Timbul Akibat Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum Ditinjau dari Perspektif Hukum Agraria dan Hukum
Administrasi Negara

1. Pengantar Utmum Sengketa: Tanah dalam Pengadaiain untuk Kepentingan Urmum

Sengketai tanah yang timbul dalam pengadaian tanah untuk kepentingan wmum
meruipakan persoalan klasik dalam sistem agrariai Indonesia. Konflik ini muncul
karenar adanyai perbedaain persepsian tara pemerintah (sebagai pemegang otoritas
pengadaian) dan masyarakat (pemilik tanah) mengenai ganti ruigi, proses, sertai
keabsahan administratif pengadaan tanah. Dalam konteks pembangunan nasionall,
pengaidaiain tanah merupakan kebutwhan strategis untuk menunjangin frastruktur
publik. Namun, tanpai mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan, proses ini
berpotensi menimbuilkan pelanggaran hak atas tanah masyarakat yang dijamin oleh
hukum agrarria..

Menurrut Pasal 1 angka 9 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahun 2012, sengketai
pengadaiain tanah adalah “perbedaain pendapat atam perselisihan antarar pihak yang
berhak dengain pihak pelaksanai pengaidaian tanah mengenai bentuk dain/atau besarnyai
ganti kerugiam.” Sengketal ini juigai dapat mencakup permasalahan administratif,
seperti penetaipan lokasi yang tidak sesuiail

2. Perspektif Hukum Argrariai : Keseimbangan antarai Kepentingan Utmum dan Hak
Individu

Dallam perspektif hukum agrariai sengketai tanah akibat pengadaian tanah untuk
kepentingan uwmum harrus dianalisis berdasarkain prinsip-prinsip yaing terkanduing
dalam Utindang-Uindang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
PokokAigrariai (UtUPAL). UrLUPAL menegaskan bahwar negarar memiliki hak
menguiasai atas tanah untuk sebesar-besarnya kemakmurran rakyat (Pasal 2 awyai (2),
tetapi paidar saiat yang samai, hak perseorangan atas tanah jugai dilindungi secarai
hukum.®

Pasal 18 ULUIPAL secara tegais menyaitakan bahwai “untuk kepentingan wmum,
termasuk kepentingain baingsai dain negarai sertar kepentingan bersamai darri rakyat, hak-
hak atass tanah daipait dicabut dengain memberikain ganti rugi yang layak dan menuiruit
caral yang diatur dengan undang-undang .”Dengan demikian, secarar konseptuai,
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pengadaiain tanah merupakain bentuk pencabutan Hak Attas Tanah (onteigening) yaing
dibenarkan hukum sepanjang memenuhi asas keadilan dan keseimbangan
kepentingan. Dalam praktiknyai, sering kali ganti rugi menjadi intidarisengketa..
Penilaian hargai tanah yang dilakukain oleh lembagar appraisal sering dianggaip tidak
mencerminkain nilai ril ataw nilai emosional tanah masyarakat. Padahail, berdasarkan
Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2021, bentuk ganti keruigian daipat beruipamuiaing,
tanah pengganti, permukiman kembaili. Kepemilikan saham, atau bentuk lain yaing
disetujui parar pihak.Ketikai pemerintah hanyar menawarkan bentuk kompensasi
financial tanpar memperhatikan nilai social atauw historis tanah, makar konflik
cenderung tidak terhindarkan.®

Dallam konteks agraria, penyelesaian sengketar seharusnyar mengedepankain
muisyawarrah untuk mufakat (Pasal 37 UtUL No. 2 Tahun 2012). Prinsip ini sesuiai
dengan asas yang diatur dalam Pasal 6 ULULPAL, yaitui bahwai semuiai hak atass tainah
mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian, pemilik tanah tidak dapat menolak
pengadaiain tanah secarar absolut, namun negarar jugal tidak boleh merampas hak
individu secarrai sepihak tanpai kompensasi yang layak dan proses yaing saih.

Pendekatan agrariai menuntut agar penyelesaian sengketar tidak hanyai
didasarkan padar aspek legal formail, tetapi jugar mempertimbangkan keadilan
substantif, yaitur keseimbangan antara pembangunan nasional dan perlindungan hak
wargal negara. Seperti dikemukakan oleh Boedi Harsono, hukum agrariai harus
menjaidi “alat pembaharuan masyarakat yang mengarah padai keadilan social dalam
penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, sertar penggunaian lahan.’

. Perspektif Hukum Ardministrasi Negarai : Legalitas dan Pengawasan terhadaip

Tindakan Pemerintah

Darri sudut pandang hukum administraisi negairai sengketai pengaidaian tanah daipai
timbul karenai adanyar pelanggaran prosedur administratif atam penyalahgunaan
wewenaing (detournement de pouwoir) oleh pejabait yang melaksanakan pengadaian
tanah. Hukum administrasi negarai berperan mengontrol agar setiap tindakan
pemerintah dalam proses pengadaan tanah tetap beradar dalam koridor asas-asas
umum pemerintahain yang baik (ALULPB)sebagaimainai diatur dalam Pasal 10 ayait (1)
Urndaing-Uindaing Nomor 30 Tahuin 2014 Tentang Ardministrasi Pemerintahain.

Dallam konteks ini, tindakan pemerintah yang tidak sesuai prosedur, seperti
penetaipan lokasi tanpar konsultasi publik ataw tidak aidanyai transparansi dalam
penentuiain hargai tanah, dapat digugat ke Peradilan Tata: Utsahar Negarai (PTULN).
Sesuai dengan pasal 53 Utndang-Utndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UtUrL Nomor 9
Tahun 2004 jo. UdUL Nomor 51 Tahun 2009, setiap wargai negaralr yang merasai
dirugikain oleh keputusan tatai usahai negarar berhak mengajukan gugatan ke PTULN
untuk membatailkan keputusan tersebut.®

Contohnyai, dalam Putusan PTUIN Jakartar Nomor 29/G/2019/PTUIN Jkt
penggugat menggugat penetaipan lokasi proyek pembangunan jalan tol karenai tidak
adainyai proses konsuiltasi publik sebagaimanai diwajibkan oleh Pasal 17 UtUL No. 2
Tahun 2012.Pengadilan menilai bahwai tindakan pemerintah yang mengabaikan
partisipasi publik merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan dapat

Vol 8 No 11, November 2025
EISSN : 24490120

149



. Vol 8 No 11, November 2025
Jurnal Hukum Progresif EISSN - 24490120

membatailkan keputusan tersebui.’
Selaiin melallui PTULN, sengketai terkait ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan
Negeri sebagaimainai diatur dalam Pasal 38 UtUL No. 2 Tahun 2012 Mekanisme ini
merupakan jalur litigasi apabilai musyawarrah tidak menghasilkan kesepakaitan. Jikai
paral pihak masih tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri, dapat diajukan
upatyal hukum kasasi ke Mahkamah Argung. Melallui perspektif hukum administrasi
negarai, penyelesaian sengketai tanah tidak banyai berkaitan dengain "siapai yang benair"
secarar maieriil, tetapi jugai apakah tindakan pemerintah swdah memenuhi prinsip
legailitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pemerintah tidak boleh menggunakain
kewenaingan secairai sewenang-wenang meskipun demi pembaingunain, karenai tindakain
tersebut dapat dikategorikain sebagai abuse of power yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip negairar hukum (Pasail 1 atyat (3) ULULD 1945).1°
4. Integrasi Keduiai Perspektif Harmonisasi antarai Hukum Argrarriai dan Hukum Ardministrasi
Hubungan antarai hukum agrarriai dan hukum administrasi dalam penyelesaiiain sengketai
tainaih bersifat komplementer. Hukuim agrairiai berfokus padai substansi hak atas tanah dan
keadilan sosial, sedangkan hukum administrasi negarrai menekankan padai prosedur dan
kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Oleh karenar itu, mekanisme
penyelesaian sengketar yang ideal adalah integratif, yakni menggabungkan keadilan
substamial (agraria) dan keadilan prosedural (administratif). Menuwrut Marriai S.W.
Sumardjono pelaksanaan pengadaian tanah harus dilakukan dengan memperhaiikain tigai
dimensi hukum, yaitur (1) keabsahan prosedurai, (2) perlindungan hak atas tanah, dan (3)
keadilan sosial.'? Jikai salah satu aspek tersebut diabaikan, makai legitimasi pengadaian
tanah dapat dipersoalkan dan berpotensi menimbulkan konflik bokum berkepainjangain.
Dengan demikian, penyelesaian sengketar tanah akibat pengadaan tanah suntuk
kepentingan wmum harus mengedepankan due process of law di mana pemerintah
menjalankan kewenangain nyai secarai transparan, masyarakai dilibatkan dalam setiap
tahap, dan lembaga peradilan berfungsi sebagai kontrol akhir terhadap tindakain
administratif yang menyimpaing.
Darri perspektif hukum agrariai penyelesaiain sengketai tanah menitik beratkan padai prinsip
keadilan dalam penggantian hak dan keseimbangan antarar kepentingan wmum dan hak
individu. Sedaingkan dari perspektif hukum administrasi negarai penyelesaian sengketai
menekankan legalitas dan kepatuhan terhaidaip prosedur administratif dalam pengambilan
Kepuitusan oleh pemerintaih. Harmonisasi keduiai perspektif ini penting uintuk mewuijudkan
pengaidaian tanah yang berkeadilan, transparan, dan menjamin kepastian hukum bagi
seluruh pihak.

B. Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum Dapat Menimbulkan Potensi Pelanggaran Hak-
Hak Masyarakat, Serta Apa Bentuk Pertanggung jawaban Hukumnya

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan tanah untuk
pembaingunan infrastruktur, fasilitas sosial, dan kepentingan publik lainnya. Namun,
pelaksanaiain pengadaan tanah sering menimbuilkan ketegangan antarai kepentingain wimum
dain hak-hak individuail atas tanah. Kewenangan pemerintah yang bersifait eksekutif sering
kali dihadapkan padai tuiduhan pelanggarran terhadap hak-hak masyarakat, baik secairai
prosedurral maupun substaintif

150



Jurnal Hukum Progresif

Pasal 33 ayai (3) UlULD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwai bumi, air, dain kekaiyaian
allam yang terkandung di dalamnyai dikwasai oleh negarai dan dipergunakain sebesar-
besarnyai untuk kemakmuiran rakyat. Namun, maknai “dikuasai oleh negarrar” tidak berairti
dimiliki oleh negara, melainkan memberi wewenang untuk mengatur, menguirus,
mengelola, dan mengawasi agar penggunaan tanah sesuai dengan kepentingan rakyat.'®
Dengan demikian, dalam pelaksanaian pengaidaan tanah, pemerintah harrus tetap tunduk
padai prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi
Mmainusial.
1. Dasar Hukum dan Kewenangan Pemerintah dalam Pengadaan Tanah

Kewenangan pemerintah dalam pengadaan tanah diatur dalam Utwndang-
Urndaing Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengaidaian Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Utmum, yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur
strategis nasional. * ULUL ini diikuti dengain Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
besertai perubahainnyai, yang menjabairkan tata: carai pelaksanaian, penetaipan lokasi,
penilaian ganti kerugiain, dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketai.

Selain itu, Uindang-Uindang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Argrarriai (ULULPAL) menegaskain bahwai semuiai hak atas tanah memiliki
fuingsi sosial.®Arrtinya, pemegang hak atas tanah tidak boleh mengguinakain tanahnyar
hanyai untuk kepentingan pribadi sematai, melainkan jugar harus mempertimbangkain
kepentingain masyarrakat luias.

Namun, fungsi sosial tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah
untuk merampas hak milik wairgar tanpaprosedur dan ganti rugi yang layak. Arsas ini
diatur secarair tegas dalam Pasal 18 ULUIPAL, yang menyatakan bahwai untuk
kepentingain wmum, termasuk pembangunan, Hak atas tanah dapait dicabut melailwi
peraturain undang-undang dengain ganti kerugian yaing layak dan adil.

Dengan demikian, kewenangan pemerintah dalam pengadaan tanah adalah
kewenaingan publik yaing dihatasi oleh hukum, bukan kewenangain aibsolui.

2. Potensi Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat dalam Pelaksanaan Kewenangan
Pemerintah
e Ketimpaingain antarai Kapentingan Uomuim dain Perlinduingan Hak Individu

Kebijakan pengadaian tanah seringkali menempatkan masyarakat dalam posisi
yaing lemah karenai pemerintah memiliki posisi superior dalam menentukan lokasi,
hargai, dan proses ganti rugi. *® Ketidak seimbangan posisi tawar ini berpotensi
melahirkan pelanggaran hak masyarakat, terutamai jikar asas partisipasi dan
transpuransi tidak dijalankan secarar sungguh- sungguh. Menurut Mariai S.W.
Sumardjono, potensi penyalahgunaan kewenangan terjadi karenar konsep
“kepentingan umum” sering dimaknai terlatu luas, tanpar tolok ukur yang jelas.'’
Atkibaitnyai, pembangunan yang sebenarnyar menguntungkan sektor privait daipat
dibuingkus sebagai proyek “kepentingain wimum”.

e Penyallahgunaiain Kewenaingain (Misuse of Aruthority)

Pasal 17 ayait (2) UtUL 30 Tahun 2014 Tentang Ardministrasi Pemerintahan
menegaskain bahwai setiap pejabat dilarang menggunakan kewenangannyai
secarar  sewenang-wenang  atau melampawi batas. Dalam praktik, pejabai
pelaksanar pengadaan tanah kadang melampaui kewenangannyar dengan
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melakukan pemaksaian, intimidasi, ataw penetapan lokasi tanpar memperhatikain
keberatan masyarrakat terdampaik.

Contoh konkret terlihait padai beberaipai kasus pengaidaain tainah proyek jailan tol
dan waiduk, di mainar masyarrakat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tatai Ursahai
Negarrai (PTULN) karenai menilai keputusan penetapain lokasi caicat prosedur.®

e Masalah Penilaiian dan Pembaiyaran Ganti Kerugian

Pasall 35 ULUL 2/2012 menyebuitkain bahwai besarain ganti kerugian ditentukain
berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen (appraiser). Namuin, dailam
praktiknyai, hasil penilaian sering dianggap tidak mencerminkan nilai ekonomis dain
sosiall yaing sebenairnyai, terutamai baigi masyairakat adait dain petani yang kehilaingain
sumber penghidupain.®

Menurrut Jurnal Hukum dan Pembangunan Urniversitas Indonesiai (2020),
banyak masyarakat yang menolak hasil appraisal karena: tidak mencakup nilai
emosionail, budayyay, dan sosial, sehinggar timbull konflik berkepanjangain.?

e Lemanhnyai Pengakuan terhadaip Hak-Hak Masyarakait Ardat

Dallam konteks massyarakat hukum adat, tanah memiliki dimensi spirituail dan
kultural yang tidak dapat diukur dengan wang. Namun, hukum positif Indonesiai
massih belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak ulayat. 2
Ketikai tanah adat digusur untuk kepentingan proyek nasional, masyarakat adat
seringkali tidak memperoleh kompensasi yang setimpal, yang menimbulkan
pelanggarran terhaidaip hak kolektif mereka.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah atas Pelanggaran Hak-Hak
Masyarakat
e Pertangguing jawaibain Ardministratif

Pemerintah sebagai penyelenggarar administrasi publik wajib bertangguing
jawab attas setiap tindakan yang menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaibain
administratif diatur dalam UtUc Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Ardministrasi
Pemerintahain, yang menegaskan bahwai keputusan ataui tindakan administratif
yang melanggar hukum dapat dibatalkan oleh pengadilan atau oleh instansi
ataisan.??

Masyarakait yang dirugikan dapat mengajukan keberatan administratif dan,
jikar tidak puas, dapat melanjutkan ke PTUIN untuk memintai pembatailan
keputusan penetaipan lokasi atam penilaian ganti rugi.?

e Pertangguingjawaibain Perdatai

Pemerintah jugai dapat dimintai pertanggungjawaban perdatar berdasarkan
Pasall 1365 KUtHPerdatar Tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad).?* Jikai terbukti bahwai tindakan pemerintah menimbuilkan kerugian, makai
korban berhak menuntuit gainti rugi maieriil dan immateriil.

Sebagai contoh, dalam kasus sengketar pengadaian tanah Waduk Jatigede,
sejumlah wairrgai mengguigat pemerintah karenar kompensasi yang tidak layak dan
penilaian sepihak. Pengadilan akhirnyar mengakui adanyai kesalahan administratif
yaing menimbulkan kerugian masyarakat.?

e Pertangguingjawaibain Pidainai
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Jikai dalam proses pengadaiain tanah ditentukan unsur pidanai, seperti koruipsi,
pemaisuian dokumen, ataw penyalahgunaain wewenang, makai pejabat pemerintah
daipait dikenai pertangguingjawaibain pidanai sesuai KULHP dan UrUL Tipikor.

Menuirut Lilik Mulyadi, pertanggungjawaban pidanai aparatur pemerintah
dalam konteks administrasi publik harrus dilihat dairi adanyai mens reai (itikaid buiruk)
dan actus reus (perbuatan melawan hukum).?® Dengan demikian, pelanggaran
proseduraill yang dilakukan secarai sengajai untuk keuntungain pribadi dapat menjadi
dasar pemidainaiain.

e Pertangguingjawaibain Konstitusional dan HALM

Pengadaiain tanah yang menimbulkan pelanggaran hak atas tempat tinggall,
pekerjaan, dan identitas budayal dapat dianggap melanggar hak asasi manusiaj,
sebaigaimainai diatur dalam Pasal 28H aiyat (4) UtUtD 1945 dan UrUr No. 39 Tahun
1999 tentang HALM.?’

Masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke Komnas HALM atam uji
maiteri ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap peraturan yang dianggap
melainggar hak konstitusional. Putusan MK Nomor 50/PULUL-X/2012 menegaskain
bahwai hak milik atas tanah merupakan hak yang dijamin konstitusi dan tidak dapai
dicabut tanpar dasar hukum yang sah dan ganti rugi yang adil.®® Pembangunan
nasionai membutuhkan  tanah  sebagai  faktor  utamai  bagi
penyediaiain infrastruktur publik seperti jalan, waiduk, bandara, maupun fasilitas
sosial. Namun, karenar

anah bersifat terbatas dan memiliki nilai sosial, ekonomi, sertai kultural yaing
tinggi, makai kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan wmum sering kaili
menimbuilkan Kketegangan antarai kepentingan negarai dan hak masyarakat atas
tananh.

e Implementasi Melailui UtUr No. 2 Tahun 2012

Utndaing-Uindang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaian Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Uumum memperjelas kewenangan pemerintai.
Dalam Pasal langkai 2 disebutkan bahwai “kegiatan menyediakan tanah dengan
carrai memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepadai pihak yaing berhaik.”?®
Proses pengaidaan lahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
melaillui tahaipain:

1. Perencannaiain;

2. Persiapan;

3. Pelaksanaain;

4. Penyerahan hasil;

Kewenaingan ini diperkuat dengan PP No. 19 Tahun 2021 (twrunan UtUr Ciptai
Kerjai), yang memberikain percepatan proses pengaidaan tanah dengan mengintegrasikan
kewenangan. Kewenangan ini diperkuat dengan PP No. 19 Tahun 2021 (twrunan UtUL
Ciptar Kerja)),yang memberikan percepatan proses pengadaan tanah dengan
mengintegrasikan kewenangan Pemerintah pusat dan daerah. Aikan tetapi, kecepaian
pelaksanaan ini sering mengabaikan hak prosedural masyarakat, seperti hak untuk

Vol 8 No 11, November 2025
EISSN : 24490120

153



Jurnal Hukum Progresif

didengar, hak keberatain, dan hak memperoleh Pemerintah pusat dan daerah. Aikan tetaipi,
kecepatain pelaksanaan ini sering mengabaikain hak prosedural masyairakait, seperti hak
untuk didengar, hak keberatan, dan hak memperoleh informassi secarrai terbukai.

KESIMPULAN

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan instrumen penting dalam
mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses ini sering
menimbulkan sengketa karena adanya ketidakseimbangan antara kewenangan pemerintah dan
perlindungan hak masyarakat atas tanah. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa hal
pokok sebagai berikut:

Pertama, dari perspektif hukum agraria, pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan
menjunjung tinggi asas keadilan dan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak
individu. UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, namun
pelaksanaan prinsip ini tidak boleh dijadikan justifikasi bagi negara untuk mencabut hak
kepemilikan warga tanpa prosedur yang sah dan kompensasi yang adil. Penghormatan terhadap
hak atas tanah menjadi bentuk konkret pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang
menempatkan negara sebagai pengatur, bukan pemilik, sumber daya agraria.

Kedua, dari perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah dalam
pengadaan tanah harus dilaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),
termasuk asas legalitas, transparansi, dan proporsionalitas. Pelanggaran terhadap prosedur
administratif, seperti penetapan lokasi tanpa konsultasi publik atau pengabaian hak
keberatan masyarakat, dapat dikategorikan sebagai abuse of power dan menjadi dasar gugatan
di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketiga, potensi pelanggaran hak masyarakat dalam pengadaan tanah dapat muncul
melalui ketimpangan posisi tawar, penyalahgunaan kewenangan, penilaian ganti rugi yang
tidak layak, serta pengabaian terhadap hak masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan
perlunya pengawasan yang kuat dan akuntabilitas publik agar proses pengadaan tanah tidak
hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Keempat, pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam kasus pelanggaran dapat
diwujudkan melalui beberapa mekanisme, yakni:

1. Pertanggungjawaban administratif, berupa pembatalan keputusan atau tindakan yang
melanggar hukum,

2. Pertanggungjawaban perdata, melalui tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH
Perdata;

3. Pertanggungjawaban pidana, jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau
tindak korupsi; serta

4. Pertanggungjawaban konstitusional dan HAM, melalui mekanisme Komnas HAM atau.
uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Kelima,untuk mewujudkan pengadaan tanah yang berkeadilan, diperlukan harmonisasi
antara hukum agrarian dan hokum administrasi negara. Hukum Agraria memberikan dasar
keadilan substantif dalam perlindungan ha katas tanah sementara hukum administrasi Negara
menjamin keadilan procedural dalam pelaksanaan kewenangan. Integrasi keduanya akan
menciptakan system pengadaan tanah yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian

hukum bagi semua pihak.
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